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Dalam rangka menyempurnakan implementasi NIK sebagai NPWP Orang Pribadi pada 1 Januari 2024,
maka Otoritas Pajak dapat memperoleh representasi sudut pandang dari masyarakat sebagai sasaran
kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat DK Jakarta mengenal
penerapan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan menggunakan
teori persepsi Robbins dan Judge tahun 2017. Selain itu, dalam penelitian ini disgjikan rekomendasi upaya
yang dapat dilakukan oleh Otoritas Pajak dalam mendukung penerapan secara efektif kebijakan NIK sebagai
NPWP Orang Pribadi.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik
pengumpulan data melalui survei, wawancara mendalam, studi kepustakaan. Survei dilaksanakan kepada
sejumlah masyarakat DK Jakarta yang memiliki NIK dan berusia minimal 18 tahun. Lalu, wawancara
mendalam dilaksanakan kepada beberapa narasumber kunci.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel masyarakat DK Jakarta memiliki persepsi yang positif
mengenai penerapan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Persepsi
positif pada sampel masyarakat DK Jakarta dipengaruhi dengan keyakinan masyarakat atas kemudahan dan
kesederhanaan administrasi pajak melalui penerapan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi. Kemudian, untuk
mendukung implementasi NIK sebagai NPWP Orang Pribadi dirumuskan tiga upaya yang dapat dilakukan
oleh Otoritas Pajak dalam mendukung implementasi NIK sebagai NPWP Orang Pribadi melipuiti,
meningkatkan pemahaman masyarakat atas kebijakan melalui sosialisasi, meningkatkan kualitas data
eksternal melalaui konsistensi pencantuman NIK dalam seluruh transaksi keuangan yang berpotensi
dikenakan pajak, dan pertimbangan alternatif skema penetapan Wajib Pajak secara otomatis oleh Otoritas
Pajak.

To improve the implementation of the NIK as the NPWP of an individual on January 1, 2024, the Tax
Authority can obtain representation from the public's point of view as a policy target. This study aimsto
analyze the perceptions of the people of DKI Jakartaregarding the application of NIK as NPWP of
Individuals in increasing tax compliance using Robbins and Judge's 2017 perception theory. In addition, this
research presents recommendations for efforts that can be made by the Tax Authorities in supporting the
effective implementation of NIK as an Individual’s NPWP.

The research approach used in this study is aquantitative approach with data collection techniques through
surveys, in-depthinterviews, and literature studies. The survey was conducted on several DK Jakarta
residents who have aNIK and are at least 18 years old. Then, in-depthinterviews were conducted with
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severa key informants.

The results showed that the DK Jakarta sample had a positive perception of applying the NIK asan
individual's NPWP in increasing tax compliance. The positive perception of the DKI Jakarta sampleis
influenced by the public's belief in the ease and simplicity of tax administration through the application of a
NIK as anindividual's NPWP. Then, to support the implementation of the NIK as an individual's NPWP,
three efforts are formulated that can be carried out by the Tax Authorities supporting the performance of the
NIK as an individual's NPWP, including increasing public understanding of policies through
outreach,improving the quality of external data through the consistency of the inclusion of the NIK in all
financia transactions that are potentially subject to tax, and consideration of alternative schemes for
automatic determination oftaxpayers by the Tax Authorities.



